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ABSTRAK

Pemilu yang berkeadilan merupakan salah satu mandat konstitusional yang secara tegas dimuat dalam
Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Tidak hanya penyelenggara pemilu, tetapi seluruh pihak yang
terlibat di dalam kepemiluan tersebut, baik itu penyelenggara, peserta, masyarakat pemilih dan semua pihak
yang terkait haruslah bersikap adil. Persoalan pendanaan kampanye dalam pemilu sesungguhnya menjadi salah
satu faktor penting untuk mewujudkan pemilu yang berkeadilan. Dana kampanye pemilu telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Rumusan masalah yang dibahas dalam
penelitian ini yang pertama adalah bagaimana pengaturan pembatasan dana kampanye pemilihan umum
berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan yang kedua adalah
bagaimana politik hukum pengaturan pembatasan dana kampanye untuk mewujudkan pemilihan umum yang
berkeadilan. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui pengaturan pembatasan
dana kampanye pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
dan yang kedua adalah untuk mengetahui politik hukum pengaturan pembatasan dana kampanye untuk
mewujudkan pemilihan umum yang berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan dana kampanye pemilu di Indonesia masih
belum cukup untuk mewujudkan pemilu yang berkeadilan. Pemilu di Indonesia merupakan pemilu yang dirasa
cukup menguras banyak biaya bagi peserta pemilu guna mendanai kampanye. Untuk itu diperlukan suatu
pengaturan tentang batasan dana kampanye untuk meminimalisir pengeluaran dana kampanye serta
memberikan kesetaraan bagi para peserta pemilu. Dengan adanya pengaturan tentang batasan dana kampanye
tersebut maka diharapkan pemilu yang berkeadilan dapat terwujud.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 05 Mei 2021.
Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,
Tanda Tangan Penguji 1 Penguji I1
Nama Terang Henny/Andriani, S.H., M.H. Beni Kharisma Arrasuli, S.H.I.,
L.L.M.
Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Tata Negara: Arfiani, S.H., M.H. Z - {b

Tanda Tangan
Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas Nama: Tanda Tangan:

No. Alumni Universitas Nama: Tanda Tangan:




